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putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Drh
Z A z
/Z—\*‘TME“”}}&——;‘&
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunipopu yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
antara:
PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Katapang, 03 Juli 1992, agama
Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di KABUPATEN SERAM
BAGIAN BARAT, PROVINSI MALUKU, sebagai
Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Olas, 11 November 1996,
agama Islam, pekerjaan XXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SD, tempat kediaman di
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT,
PROVINSI MALUKU, sebagai Pemohon lI;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 06 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Dataran Hunipopu pada tanggal 07 September 2021 dengan register
perkara Nomor 101/Pdt.P/2021/PA.Drh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah menurut agama Islam

pada tanggal 7 November 2011 di XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX

XXXXXXX XXXKXXXXK XXXXX XXXXXX XXXXX
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2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek kandung
Pemohon Il yang bernama Bapak Syamsudin dan yang menikahkan
Pemohon Il dengan Pemohon | adalah Bapak Imam Muhsin, dengan saksi
nikah masing-masing bernama Bapak La Sarama dan Bapak La Mijilu
dengan maskawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar
tunai;

3. Bahwa saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus
perawan ;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk
melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan
undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon | dan Pemohon Il hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di XXXxXX XXXX XXXX
XXXXX XXXXXXKXK XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, dan telah dikaruniai
2 (dua) orang anak yang bernama :

. Mirzan, laki-laki , umur 8 tahun;
. Arjuna, laki-laki, umur 2 tahun ;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu
gugat pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan selama itu pula
Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan sampai saat ini tetap
beragama Islam;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum terdaftar di Kantor
Urusan Agama XXXXXXXXX  XXXXXXX  XXXXXXXXX  XXXXX  XXXXXX  XXXXX,
sebagaimana surat Nomor : 113/Kua.25.07/08/PW.01/08/2021 tanggal 9

Agustus 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan
Agama XXXXXXXXX XXXXXXX;

8. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk
melengkapi administrasi Buku Kutipan Akta Nikah dan memperloeh
pengakuan hukum;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini :
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PRIMER :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Kardi Bin

Saluhu) dengan Pemohon Il (Misran Jove Binti Taher) yang dilaksanakan
pada tanggal 7 November 2011, di xxxxx xxxx Desa LokKi, XXXXXXXXX
XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon | dan Pemohon Il
menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan
adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 24 Agustus 2021 untuk
masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun
selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke
Pengadilan Agama Dataran Hunipopu sehubungan dengan permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang
isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi KTP  NIK. 8106020307920004, atas nama Kardi

tertanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, telah

dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda

(P.1),

2. Fotokopi KTP NIK. 8106085111960001 atas nama Misran Jove

tertanggal 18 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, telah
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dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, diberi tanda
(P.2)
3.  Asli Surat Keterangan dari KUA Kecamatan HUamual Kabupaten
Seram Bagian Barat Nomor : 113/Kua.25.07/08/PW.01/08/2021
tanggal 9 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, diberi tanda
P.3;
Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
di muka sidang yang masing-masing adalah:
1. La Nane Bin Kardi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di XXXXX XXXX XXXX XXXXX
XXXXXXXKX XXXXKXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il dan
memiliki hubungan sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon II dilangsungkan
pada tanggal 7 November 2011di xxxxx XxxX Desa Luhu XXXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek kandung
Pemohon 1l bernama Bapak Syamsudin dan yang menikahkan
adalah Bapak Imam Muhsin yang menjadi saksi nikah adalah bapak
La Mijiu dan Bapak La Sarama, yang menjadi mahar adalah uang
sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ada ijab kabul;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus

perawan, dan Pemohon Il berstatus jejaka.;
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- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon | dengan Pemohon Il
tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan
pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat
pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il dan sampai saat ini tidak ada pihak yang
keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa alasan Pemohon | dengan Pemohon Il menikah siri karena
saat itu Pemohon | karena faktor ekonomi;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon I
telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il belum pernah
bercerai dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya
mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il;
2. La Sarama Bin Kardi, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx Desa Lokki
XXXXXXXXX XXXXKXX XXXXXXRXX XXXXX XXXXXX XXXXX, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon Il dan
memiliki hubungan sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon i
dilangsungkan pada tanggal 7 November 2011di xxxxx xxxx Desa
LUhU XXXXXXXXX XXXXKKK XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakek
kandung Pemohon Il bernama Bapak Syamsudin dan yang

menikahkan adalah Bapak Imam Muhsin yang menjadi saksi nikah
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adalah bapak La Mijiu dan Bapak La Sarama, yang menjadi mahar
adalah uang sejumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan ada
ijab kabul;

- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon
I dengan Pemohon II;

- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus
perawan, dan Pemohon Il berstatus jejaka.;

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan
sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak
sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il dan sampai saat ini tidak ada
pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa alasan Pemohon | dengan Pemohon Il menikah siri
karena saat itu Pemohon | karena faktor ekonomi;

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan
Pemohon Il telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
telah dikaruniai 4 orang anak;

- Bahwa selama ini Pemohon | dan Pemohon Il belum
pernah bercerai dan Pemohon | dan Pemohon Il tetap beragama
Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya
mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk sebagai bukti

pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;
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Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon
menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak
mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Dataran Hunipopu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun
ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim
menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan
permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah
melangsungkan pernikahan di = XXXXX XXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXKKK XXXXXX XXXXXK, XXXXXXXX XXXXXX, pada tanggal 7 November
2011, dengan wali nikah kakek kandung Pemohon Il bernama Bapak
Syamsudin, yang menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah Bapak
Imam Muhsin, dengan maskawin berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu
rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak La Mijiu
dan Bapak La Sarama, namun Pemohon | dengan Pemohon Il tidak memiliki
Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA,
sementara Pemohon | dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti
pernikahan sah untuk kejelasan atas status pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa
bukti surat P.1,P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah
memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana
terurai di bagian duduk perkara;
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Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon,
yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik
dimana atas bukti P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim telah mencocokan
dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3
dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai,
maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg,
Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di
persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (volledig en
bindende bewijskracht);

Menimbang, bukti P.3 tersebut adalah asli, dan pula telah memenuhi
ketentuan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo.
Pasal 285 Rbg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat
diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat
(volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon
adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 172 Rbg dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon I, keterangan kedua orang saksi tersebut saling
bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan
Pasal 308 dan 309 Rbg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada
bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang
mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para

saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon I
pada tanggal 7 November 2011 di XXXXX XXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXK, XXXXXXXXX XXXXK XXXXXK XXXXX, XXXXXXXX XXXXXX, dengan wali nikah
kakek Pemohon Il bernama Syamsudin yang mengiijabkabulkan adalah
Bapak Imam Muhsin, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 20.000,-

(dua puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing
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bernama Bapak La Mijiu dan Bapak La Sarama,;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus Perawan dan Pemohon I
berstatus Jejaka;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan keluarga
atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon |
dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai ;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kejelasan status
pernikahan Pemohon | dan Pemaohon |l

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata
bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon |l telah sesuai ketentuan
Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum
Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon
tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf () Kompilasi Hukum Islam, maka
permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah
perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka
majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai
dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30
Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta
tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga
berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya
kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu
Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para
Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan

atau setidak-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat
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dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat
dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke
Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat
(3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh
mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut
diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama
sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya
diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

A e o\l Ay dadud 5108 e
Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal
tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan
menyatakan perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksanakan
pada tanggal 7 November 2011 di XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX, Provinsi Maluku adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum
dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya
oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan
Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu
mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan
memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke
Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada
pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon ll;

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon | (Kardi Bin Saluhu) dan
Pemohon Il (Misran Jove Binti Taher) yang dilaksanakan pada tanggal 7
November 2011, di XXXXX XXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX Kebupaten
Seram Bagian Barat XXXXXXXX XXXXXX;

3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 395.000,- (Tiga ratus
Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama
Dataran Hunipopu pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021 M Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1443 Hijriah oleh Nunung Indarti, S.HI.,
MH. sebagai Ketua Majelis, Rusli, S.HI., M.H, dan Najmia Siolimbona, S.HI,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan
didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Abdul

Lamasano. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Nunung Indarti, S.HI., M.H

Hakim Anggota Hakim Anggota
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Rusli, S.HI, M.H. Najmia Siolimbona, S.HI.

Panitera Pengganti

Drs. Abdul Lamasano

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 250.000,00
- PNBP 'Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 395.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
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